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ABSTRAK

M. Syaiful Kamal. 2019. Perempuan, Teologi, dan Kekuasaan (Relasi
Diskursif antara Kuasa dan Kebijakan atas Perempuan Arab Saudi). Tesis. Program
Magister Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Di negara-negara muslim, salah satu poin yang paling fundamental dan
berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan adalah faktor identitas yaitu identitas
Islam. Di Arab Saudi, kebijakan-kebijakan yang diterapkan tidak luput melalui
musyawarah antara pihak kerajaan dan para dewan ulama yang memiliki otoritas tinggi
dimata masyarakat. Termasuk visi 2030 Arab Saudi yang dicetuskan olen Muhammad
bin Salman juga tidak terlepas dari peran sentral para ulama dalam melegitimasi
beberapa kebijakan yang bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat di negara
tersebut.

Visi besar ini harus mampu diterima masyarakat Arab Saudi agar negara
tersebut tidak lagi tergantung dengan hasil minyaknya yang merupakan sumber utama
pemasukan negara. Sebuah proses yang sangat panjang dan memerlukan banyak upaya
baik dari segi politik, budaya, agama, sosial, dan ekonomi tentunya. Isu tentang gender
dan perempuan menjadi langkah utama dalam mensukseskan reformasi Arab Saudi
sehingga kebijakan ini akan menjadi pusat perhatiandunia dan memberikan peluang
bagi kerajaan untuk menata kembali ketahanan dan suplemasi politiknya serta
memperbaiki citra negatif yang didapatkan pihak kerajaan.

Tulisan ini akan mencoba melihat relasi diskursif bagi ulama dalam mengawal
dan melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang direpresentasikan oleh pihak
kerajaan. Bagi Michel Foucault, kekuasaan tidak sebatas pada.institusi, birokrasi atau
negara melainkan juga proses redistribusi pengaruh mengubah pola berpikir seseorang.
Penulis menemukan bahwa hubungan saling membutuhkan dan ketergantungan satu
sama lain masih mewarnai proses perpolitikan negara tersebut dan bagi kerajaan, cara
terkuat dalam mempertahankan kekuasaannya adalah dengan menjalin hubungan baik
dengan para ulama. Selain itu, berbagai kebijakan yang menyangkut perempuan juga
memberikan dampak efektif dan nyata dalam menjaga stabilitas kerajaan Arab Saudi.

Kata Kunci: Ulama, Politik, Kekuasaan, Kebijakan, dan Perempuan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Di negara-negara muslim, salah satu poin yang paling penting dan
berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan adalah faktor identitas yaitu
identitas Islam dan atau identitas Arab bagi negara-negara Arab. Namun besaran
pengaruhnya tergantung atas kuat tidaknya identitas tersebut dalam struktur
negara, jika identitas itu kuat maka rezim yang berkuasa di negara tersebut akan

senantiasa menjaga kebijakan-kebijakanya sejalan dengan identitas tersebut.

Dalam beberapa kasus dan peristiwa di Timur Tengah, identitas sangat
berpengaruh dalam proses perpolitikan negara-negara tersebut. Misalnya, salah
satu alasan fundamental mayoritas negara-negara di Timur Tengah tidak berani
menjalin hubungan diplomatik dengan Israel adalah karena faktor opini publik
mayoritas masyarakatnya yang anti Israel, sehingga ditakutkan akan mengancam
stabilitas politik sebuah negara Timur Tengah jika menjalin kerjasama dengan
Israel.> Termasuk revolusi Iran tahun 1979 yang sangat kental membawa slogan-
slogan Islam ‘sebagat kunci “utama  dalam = memobilisasi massa untuk
meruntuhkan sebuah rezim menjadi contoh nyata akan pentingnya sebuah

identitas Islam dalam kawasan tersebut.

! Raymond Hinnebusch, The International Politics of the Middle East (Manchester: Manchester
University Press, 2003), 93.

? Hasbi Aswar, “Pengaruh Ulama Dalam Politik Di Negara Muslim: Studi Kasus Arab Saudi,”
Jurnal llmu Sosial Indonesia 2 (March 2015): 87.



Agama sebagai ideologi juga berpengaruh terhadap hubungan
internasional bisa dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, bahwa agama bisa
menjadi sumber legitimasi bagi aktor pembuat kebijakan atau para penentangnya
baik secara domestik maupun internasional. Dalam negara yang memiliki
identitas keagamaan tertentu, maka setiap pemimpin akan menjadikan identitas
agamanya sebagai worldview yang akan membatasi setiap perilakunya dan
secara otomatis agama akan menjadi legitimasi setiap perbuatannya. Dalam
kasus yang lain, sebuah negara yang mayoritas masyarakatnya cenderung
memiliki identitas agama yang relatif homogen, maka akan sangat berpengaruh
terhadap proses pembuatan kebijakan pemimpinnya. Kedua, beberapa isu dan
konflik yang berlandaskan agama bisa bersifat lintas batas, cross border dan
menjadi isu internasional. Banyak kasus dimana negara-negara melakukan
intervensi atau terlibat dalam penanganan konflik karena didorong oleh
kesamaan agama, seperti keterlibatan negara-negara muslim dalam membantu
Palestina. Begitu juga, konflik-konflik yang bermotif agama di sebuah wilayah
bisa menginspirasi konflik di'wilayah yang fain. Terakhir, munculnya fenomena
transnasionalisme Islam yang memiliki tujuan mengubah sistem dunia yang

sekuler menjadi lslam:®

Agak sulit untuk bisa memilih perilaku sebuah aktor yang
mengatasnamakan identitas tertentu seperti Islam untuk mengatakan bahwa

perilaku mereka adalah karena pengaruh identitasnya atau hanya menjadikan

® Jonathan Fox and Shmuel Sandler, Bringing Religion into International Relations (New York:
Palgrave Macmillan, 2004), 163-165.



Islam sebagai topeng untuk kepentingan politik tertentu. Namun, dalam argumen
yang dibangun oleh Fox dan Sandler yang ditulis oleh Hasbi Aswar, identitas
agama bisa sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri sebuah negara, baik
karena negara tersebut beridentitaskan agama tertentu sehingga pemimpinnya
harus patuh pada identitas tersebut, atau mayoritas masyarakat di negara tertentu
menganut agama (Islam) sehingga pemimpinnya sangat memperhatikan faktor

Islam terhadap seluruh kebijakannya.*

Politik dalam pandangan Mechiavelli, hanya digunakan untuk menyebut
dan mengingatkan para pangeran (kelompok elite), bahwa mereka benar-benar
saling berperang demi kekuasaan, bukan demi prinsip-prinsip mulia yang sering
kali diobrolkan.” Seringkali agama yang bermuatan moral menjadi alat
kekuasaan agar elite lain tidak “menganggu” kekuasaannya. Oleh karena itu
semestinya raja harus mencari penghargaan dan kemuliaan dari rakyat demi
kekuasaan yang diperolehnya. Rakyat hanya membutuhkan ketenangan untuk

bekerja mencapai kemakmuran dan rasa aman.®

Secara umum, hak-hak perempuan dianggap telah. mendapatkan
signifikansi yang-kuat di. masa maodern, khususnya dalam dunia Islam. Namun,
secara historis perempuan masih juga tetap tersubordinasi oleh laki-laki.

Perempuan dianggap sebagai “jenis kelamin kedua”. Perempuan adalah makhluk

* Aswar, “Pengaruh Ulama Dalam Politik Di Negara Muslim: Studi Kasus Arab Saudi,” 88—89.

®> Abdelwahab El-Affendi, Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam (Yogyakarta:
LKiS, 1994), 7.

® Zainuddin Maliki, Agama Priyai: Makna Agama Di Tangan Elite Penguasa (Yogyakarta:
Pustaka Marwa, 2004), 39.



sosial yang penuh dengan ambiguitas dalam kehidupannya. Perempuan memiliki
sisi-sisi keindahan yang sangat berguna untuk masyarakat, akan tetapi di sisi lain
banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial dan diskriminasi hukum yang

sangat merugikan perempuan dalam menunjukkan eksistensinya.

Pria dan perempuan merupakan dua insan yang diciptakan untuk saling
membantu dan melengkapi satu sama lain. Namun muncul wacana-wacana
bahwa perempuan mendapatkan stigma lemah dan dikuasai pria, sehingga
lahirlah gerakan feminisme. Saat ini, gerakan feminisme dapat dikatakan sebagai
tren bagi para perempuan. Jika ada perempuan yang mengaku sebagai pejuang
feminisme, maka dia akan dianggap sebagai orang dengan pemikiran yang maju
dan cerdas. Akan tetapi mengaktualisasikan keadilan gender dalam dunia
masyarakat bukanlah perkara yang dianggap mudah. Di Barat dengan kemajuan
di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta memiliki tingkat
pendidikan tinggi bagi kaum perempuan yang jauh lebih besar, dan mempunyai
potensi lapangan pekerjaan dan kesetaraan gender yang jauh lebih besar,
realitanya kaum perempuan masih menempati posisi subordinat,” Banyak sekali
contoh=contoh ‘pemukulan istri yang dilaporkan” oleh ‘media” USA selama

pengadilan ©.J. Simpson, yang diduga keras membunuh istrinya.®

Salah satu hal yang akan dilakukan oleh setiap kelompok agar

mendapatkan pengakuan publik adalah dengan membangun makna pada

;Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan (Yogyakarta: LKiS, 1999), 3.
Ibid.



sejarahnya, yakni memiliki dan menentukan sejarah mereka sendiri.? Kesadaran
akan ketidakadilan gender yang dirasakan dan dialami oleh kaum perempuan
mulai mendapatkan perhatian ditandai dengan munculnya karya tulis muslimah
pada akhir abad ke-19 sampai pada pertengahan abad ke-20. Kemudian para
feminis Muslim mulai menulis tentang tema-tema gender, eksploitasi
perempuan, serta sistem patriarkhi itu sendiri. Islam merupakan sebuah agama
yang kehadirannya sangat menjunjung tinggi martabat dan hak-hak seorang
perempuan, di sisi lain juga sangat kental dalam mewariskan pemahaman

ketidakadilan gender jika tidak bisa memahaminya dengan benar.

Dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak dan keadilan gender,
tidaklah mungkin mempertahankan hukum keluarga yang tidak egaliter, apalagi
mempertahankan dominasi kaum laki-laki. Perubahan menjadi sangat
dibutuhkan dalam kondisi tersebut. Bahkan di masyarakat yang sangat
konservatif seperti di Arab Saudi dan Kuwait, kaum perempuan menuntut akan
sebuah perubahan. Sangat mengherankan sebenarnya jika perempuan di Arab
Saudi tidak boleh mengendarai maobil.*® Bahkan perempuan Arab Saudi terkesan
lebih terpenjara (tidak bisa bergerak ‘dengan” leluasa) dalam ‘kehidupan sosial.
Kondisi ini'berbeda dengan apa yang terjadi di Iran. Perempuan di Iran bukan

hanya diizinkan untuk mengemudi mobil saja, akan tetapi juga dapat dipilih

® Sarah Gamble, Pengantar Memahami Feminisme Dan Postfeminisme (Yogyakarta:
JALASUTRA, 2010), 6.
10 Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, 6.



sebagai anggota Parlemen meskipun ada batasan-batasan dalam hal berpakaian

yang masih berlaku.

Dari ukiran sejarah yang sangat kental ini, Arab Saudi menjadi sebuah
negara yang sangat kaku dan konservatif dalam permasalahan perempuan.
Perempuan memiliki batasan-batasan yang sudah ditetapkan kerajaan dan tidak
boleh dilanggar ataupun dirubah kebijakan tersebut tanpa ada perintah langsung
dari kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi memang selama ini kerap dicap sebagai
negara yang bersikap kurang adil dan kurang memperhatikan terhadap hak-hak
serta permasalahan perempuan. Dalam Global Gender Gap Report 2016 yang
dikeluarkan oleh World Economic Forum, Arab Saudi berada pada deretan
terbawah, tepatnya di peringkat 141 dari 144 negara.* Global Gap Gender
Report merupakan sebuah kajian survei yang disusun sebagai laporan yang
bertujuan untuk memeriksa dan memotret ketidaksetaraan antara laki-laki dan
perempuan dalam empat bidang Kkritis, yakni kesempatan dan partisipasi
ekonomi, pencapaian pendidikan, pemberdayaan politik, serta kesehatan dan
kelangsungan hidup. Semakin_rendah peringkat suatu negara didalamnya, maka

semakin besar pula kesenjangan gender yang terjadi‘di negara tersebut.

Terdapat tiga indikator ketidakadilan gender yang biasanya terjadi dalam
sebuah lingkup masyarakat. Pertama, ketika laki-laki lebih banyak memiliki

kesempatan, kebebasan, dan kehormatan sosial yang tinggi daripada perempuan

11«5 Kebijakan Baru Arab Saudi yang ‘Membebaskan’ Perempuan,” kumparan, accessed
December 3, 2019, https://kumparan.com/kumparannews/5-kebijakan-baru-arab-saudi-untuk-perempuan.



dalam berbagai aspek. Kedua, hak kuasa dalam perkawinan dipegang oleh laki-
laki dan juga hal-hal yang berkaitan dengan gender. Ketiga, dalam hal politik,
ekonomi, maupun hukum kedudukan ataupun posisi laki-laki lebih banyak dan

lebih mudah aksesnya daripada kaum perempuan.*?

Menyikapi persoalan aktivitas perempuan di Arab Saudi, para aktivis
Barat berpendapat bahwa tindakan dan aktivitas keseharian mereka
mengindikasikan bahwa mereka tidak mempunyai hak untuk membuat
keputusan. Mereka berpikir untuk mengembalikan tingkat persamaan antara
laki-laki dan perempuan baik di rumah, tempat kerja, maupun pendidikan akan
mengalami dan menghadapi tantangan besar dan penting karena akan merubah

dan bertolak belakang dengan wajah pemerintahan Arab Saudi saat ini.*?

Adanya perbedaan hukum antara satu negara Islam dengan yang lain
terutama dalam permasalahan kaum perempuan jelas membuktikan bahwa
perbedaan-perbedaan yang muncul lebih banyak terpengaruh oleh keadaan
sosio-politik masing-masing negara daripada “perintah agama”, dan menunjukan
bahwa kitab suci dapat secara berbeda ditafsirkan oleh setiap pola pikir manusia.

Jadi, salah satu-premis. utama kalangan pro-perubahan dan pencari hukum

12 Anis Rosida, “Wacana Modernisasi dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan Sebagai
Tonggak Sejarah Arab Saudi,” PALITA: Journal of Social-Religion Research 3 (April 2018): 90.

3 R Inlehart and P Norris, Rising Tide: Gender and Cultural Change around the World
(Cambridge University Press, 2004).



keluarga yang berkeadilan gender jelas, yaitu “Kitab suci harus diinterpretasi

ulang dari sudut pandang pengalaman dan keadaan sejarah kita”.**

Jika dicermati, isu ketidaksamaan gender di Arab Saudi merupakan
sebuah akibat keunikan sejarah budaya masyarakat Arab Saudi dan juga adanya
campurtangan pemerintah dan unsur budaya serta agama terhadap aspek-aspek
kehidupan masyarakatnya. Ada kejadian-kejadian politik dan sosial yang ikut
berkontribusi dalam meneguhkan posisi perempuan Arab Saudi dalam
masyarakat. Pertama dan yang sangat fundamental adalah ditemukannya
tambang minyak tahun 1930-an di kawasan tersebut sehingga menimbulkan
perubahan skala besar di dalam pembukaan pendidikan bagi laki-laki dan
perempuan. Pendapatan ekonomi dari minyak yang meningkat tajam merubah
seluruh gaya hidup dan tatanan struktur masyarakat Arab Saudi.”® Kedua,
revolusi Iran yang terjadi pada Januari 1979 dengan menghasilkan berdirinya
pemerintahan Islam yang baru di Iran juga berkat dukungan dan penguatan dari
pemuka agama Arab Saudi, sehingga para pengamat menduga bahwa
perubahan-perubahan masyarakat Arab Saudi terjadi karena pengalaman kecil
yang “dimiliki “ masyarakat dalam membuat kebijakan— ke ‘arah hak-hak

perempuan.*®

4 Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, 6.

% Rosida, “Wacana Modernisasi Dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan Sebagai
Tonggak Sejarah Arab Saudi,” 91.

® Amani Hamdan, “Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements,”
International Education Journal (2005): 43.



Akan tetapi, semua keadaan sosial perempuan Arab di atas berubah
drastis semenjak putra mahkota Muhammad bin Salman mulai mengambil alih
kendali pemerintahan di Arab Saudi sehingga memunculkan harapan baru yang
dikenal dengan istilah “Vision 2030 yang bertujuan untuk memajukan ekonomi
negara Arab Saudi dengan tidak bergantung dengan hasil minyak yang selama
ini menjadi sumber komoditas utama dalam mensuplai kekayaan negara
tersebut. Salah satu cara untuk mencapai misi itu adalah dengan keterbukaan diri
Arab Saudi dengan dunia modernitas yang selama ini sangat tidak diperhatikan
bahkan kesannya dihindari oleh kerajaan tersebut. Munculnya “Vision 2030” ini
juga berdampak baik terhadap masalah-masalah perempuan di sana. Kerajaan
Arab Saudi mengeluarkan beberapa kebijakan yang sangat mengejutkan terkait
dengan kehidupan perempuan Arab. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah

sebagai berikut:'’

1. Perempuan diizinkan mengemudi sendiri.

2. Perempuan bisa menduduki posisi pemerintahan.

3. _Perempuan boleh masuk stadion dan menonton _pertandingan sepak
bola.

4. ArabSaudi'membuka/gym untuk kaum perempuan.

5. Olahraga Yoga ‘dihalalkan’ di Arab Saudi.

6. Perempuan Arab boleh menonton bioskop.

17 «“Yoga Hingga Bioskop, 7 Hal Yang Kini Dihalalkan Oleh Arab Saudi - Global
Liputan6.Com,” accessed December 3, 2019, https://m.liputan6.com/global/read/3224899/yoga-hingga-
bioskop-7-hal-yang-kini-dihalalkan-oleh-arab-saudi.



Kebijakan-kebijakan di atas diambil oleh kerajaan Arab Saudi yang
tentunya ada campur tangan dari Muhammad bin Salman yang bertujuan untuk
memperlancar misinya dalam memperbaharui dan meningkatkan perekonomian
negaranya tersebut. Baginya Arab Saudi tidak bisa terus mengandalkan sumber
minyak sebagai alat utama dalam mendongkrak perekonomian masyarakat
setempat, akan tetapi perlu adanya modernisasi-modernisasi yang selama ini

ditolak oleh kerajaan Arab Saudi.

Akan tetapi sudah menjadi karakteristik kaum elite penguasa untuk
mencari dan mempertahankan kekuasaannya. Biasanya upaya Yyang
dilakukannya melalui institusi-institusi pembentuk kesadaran misalnya lembaga,
pendidikan, pengetahuan bahkan juga agama, untuk mendukung kepentingan
mereka. Berkaitan dengan hal ini, Zainuddin menyatakan bahwa semua elit
mengarahkan energinya untuk kepentingan yang sama yakni berupaya
mempertahankan kekuasaan kemudian mempertahankan setiap kebijakan-

kebijakan yang mereka tempuh.™®

Atas nama kebijakan negara, siapapun yang membangkang, tidak patuh,
dan kritis terhadap pemerintah harus disingkirkan.. Dua-kekuatan yang dimiliki
negara -dalam istilah Althusser'®- Refresive State Apparatuses (RSA) dan
Ideological State Apparatuses (ISA) menjadi kekuatan efektif untuk

memaksakan keinginan dengan dalih kebijakan negara terhadap rakyat. Negara

18 Maliki, Agama Priyai: Makna Agama Di Tangan Elite Penguasa, 7.
9 Louis Althusser, Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultur Studies
(Yogyakarta: Jalasutra, 2004).
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dengan dalih sebagai pemegang otoritas sangat memanfaatkan power secara
efektif sebagai alat produksi untuk menghegemoni, dan hanya negara yang

memiliki kekuatan tersebut.

Oleh sebab itu bagi Michel Foucault, memahami kekuasaan bukan
dengan mengajukan pertanyaan tentang apa kekuasaan itu atau siapa yang
memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan
memahami kekuasaan harus didekati dengan mengajukan sebuah pertanyaan
bagaimana kekuasaan itu beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu
dioperasikan.?® Dengan begitu kekuasaan harus dipahami sebagai bentuk relasi
kekuatan dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi didalamnya. Kekuasaan
merupakan sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk
rantai atau sistem dari relasi tersebut. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan

stategi yang menimbulkan dampak semakin kuatnya relasi kekuatan.

Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan pemilikan, dalam konteks siapa
menguasai siapa -ataupun, siapa .yang powerfull sementara, yang lain adalah
powerless. Kekuasaan akan bertebaran dimana-mana (omnipresent) disebabkan
kekuasaan. selalu-diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi.? Secara
implisit, Foucault juga mengatakan bahwa rezim wacana merupakan suatu
bentuk dari kekuasaan tersebut. Wacana bisa berbentuk praktik-praktik yang

mengorganisasikan dan terorganisasikan, yang mengubah konstelasi sosial, serta

20 Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi
Politik,” glurnal Sosiologi MASYARAKAT Vol. 18, No. 1 (January 2013): 78.
Ibid., 80.
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wacana sebagai yang memiliki otonomi dalam mengklaim atas kebenaran dan
kontekstualisasi pengetahuan.?? Oleh karena itu, dalam pandangan Foucault,
tidak ada suatu kebenaran atau pengetahuan yang mutlak dan bersifat final.
Kebenaran tidak lain hanyalah kasus-kasus khusus mengenai kekeliruan yang

pada suatu masa tertentu diakui otoritatif dan legitimate.?®

Memang hubungan antara pengetahuan dan otoritas kekuasaan di Arab
Saudi terjalin sangat erat. Raja senantiasa berkonsultasi dengan ulama, yang
dukungannya jelas sangat penting bagi keabsahan kekuasaannya.?* Meskipun
dalam beberapa hal ulama Arab Saudi ternyata juga tunduk pada tekanan-
tekanan istana. Seperti menerima dalih yang diungkapkan Abdul Aziz bahwa
radio itu halal karena dapat digunakan untuk menyiarkan ajaran-ajaran agama
dan pengajian Al-Qur’an. Dia juga berhasil membujuk para ulama dengan
menyatakan bahwa fotografi diperbolehkan meskipun seni lukis dilarang dengan
alasan bahwa fotografi tidak mengandung unsur penyusupan faktor manusia
dalam wewenang penciptaan, tetapi hanyalah merangkum sinar dan bayangan

ciptaan Tuhan.”

Dengan demikian, Arab Saudi bukanlah.sebuah negara teokrasi akan
tetapi sebuah kerajaan Islam yang rajanya merasa memperoleh kekuasaannya

dari rakyat, dan dengan restu rakyat memerintah negara sesuai dengan hukum

?2 1bid., 81.

% bid., 82.

24 Edward Mortimer, Islam Dan Kekuasaan, terj. Enna Hadi dan Rahmani Astuti. (Bandung:
MIZAN, 1984), 157.

% Ibid., 159.
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Tuhan. Prinsip utamanya raja mengakui kedudukan para ulama sebagai penafsir
hukum, tetapi dalam kenyataannya dia menghimpun dan mengorganisir
kekuasaan yang cukup luas, termasuk hal-hal yang menyangkut wewenang
pembuatan undang-undang dalam segala aspek kehidupan baik dengan caranya
yang sabar maupun dengan tekanan-tekanan yang diberikan kepada ulama agar

mendapatkan restunya.

Oleh sebab itu, bagi penulis terdapat anomali dalam fenomena-fenomena
yang terjadi di perpolitikan Arab Saudi tersebut. Agama yang merupakan
sesuatu yang suci dan sebagai alat penyeimbang dan kerukunan dalam sebuah
tatanan masyarakat seakan-akan menjadi alat politik buta yang mampu
melegitimasi semua keinginan pemerintah dengan seketika itu juga. Masyarakat
juga menerima kebijakan-kebijakan tersebut meskipun perubahan tersebut
bersifat drastis dan pragmatis. Hal inilah yang akan penulis bahas didalam
penelitian ini yaitu peran sentral ulama dalam mengawal dan melegitimasi
keinginan-keinginan penguasa terkait kebijakan-kebijakan pemerintah terutama
bagi perempuan Arab Saudi. Selain itu_juga .akan mengeksplorasi proses
pengetahuan perempuan di sana yang pada masa awal-awal-sangat patuh dengan
kebijakan pemerintah akan tetapi seiring dengan kemajuan ilmu dan informasi
mereka menyadari pentingnya arti kebebasan yang selama ini dibatasi oleh pihak
ulama dan pemerintah Arab Saudi. Hal ini ditandai dengan munculnya para

pejuang hak perempuan yang banyak dihukum oleh polisi akibat tindakannya
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seperti tidak memakai jilbab, menyetir mobil sendiri, dan bepergian dari rumah

tanpa sepengetahuan suami.

B. Rumusan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melenceng jauh dari
pembahasan, maka permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini
difokuskan pada arah kebijakan-kebijakan bagi perempuan Arab Saudi.
Berangkat dari permasalahan di atas maka permasalahan dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kekuasaan memproduksi sebuah kebijakan
sosial _dan pengetahuan dalam kehidupan masyarakat Arab
Saudi?
2. Mengapa relasi kuasa ulama Arab Saudi dalam mengawal
kebijakan-kebijakan yang diambil kerajaan terkait isu
perempuan Arab Saudi terjadi sangat kuat dan harmonis?

3... Bagaimankah masa depan gender di Arab Saudi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan di atas penyusunan tesis ini mempunyai
tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran ulama (pengetahuan) sebagai alat
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legitimasi sebuah kekuasaan.

2. Mengetahui proses terbentuknya karakter agama dan
masyarakat yang mudah berubah seiring dengan kepentingan
negara yang dibutuhkan.

3. Mengetahui kesiapan, kondisi sosial dan geopolitik Arab
Saudi dalam merespon isu-isu gender yang nantinya akan
merubah struktur tatanan masyarakat negara tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan
mengenai konsep-konsep kekuasaan dan dinamika perubahan agama ketika
kepentingan negara tidak sejalan dengan agama berdasarkan latar belakang
studi kawasan di Arab Saudi yang terkenal sangat konservatif akan tetapi hal
tersebut berubah-ubah dan terlihat dinamis sesuai dengan kepentingan politik
yang dibutuhkan negara tersebut. Selain itu juga agar masyarakat umum
memandang Arab Saudi sebagai negara seperti negara-negara lain, bukan
negara yang suci yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
memposisikannya tanpa ada unsur politik dan ekonomi. meskipun semua orang

tahu bahwa disanalah awal munculnya agama Islam.

. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu usaha untuk mengkaji dan

meneliti karya-karya terdahulu. Berkaitan dengan tema yang sedang dan akan
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diteliti. Tinjauan pustaka adalah bentuk pertanggungjawaban sebuah penelitian,
sebagai salah satu upaya mengantisipasi terjadinya penjiplakan.

Dari hasil penelusuran pustaka terdahulu penulis menemukan beberapa
karya yang membahas tentang refomasi Arab Saudi yang berdampak pada
kehidupan sosial perempuan di sana. Jurnal tersebut berjudul “Only for Women:
Women, the State, and Reform in Saudi Arabia” yang ditulis oleh Amelie Le
Renard dan diterbitkan di Middle East Journal, Volume 62, Nomer 4 pada tahun
2008. Renard mengatakan bahwa perempuan Arab Saudi sudah lama menjadi
objek kategorisasi, pemisahan, maupun diskriminasi secara hukum di negara
tersebut. Akan tetapi untuk saat ini perempuan di sana harus dilihat dari konteks
proyek politik dan transformasi negara Arab Saudi. Isu moderasi negara yang
terus disuarakan oleh pejuang hak kebebasan wanita mulai dapat dirasakan.

Pemerintah Arab Saudi melalui lembaga-lembaganya sering mengadakan
sebuah dialog nasional dengan jumlah peserta 70 orang dan setengah dari jumlah
tersebut diisi oleh para wanita Arab Saudi. Dialog tersebut membahas topik-
topik seputar women’s - right and duites, women “and work, women and
educatian, women and-society. Peserta wanita yang diundang bukan saja wanita-
wanita biasa, akan tetapi yang diundang dalam acara tersebut adalah para wanita
yang memiliki posisi terkemuka di bidangnya masing-masing seperti dokter,
profesor di bidang sosiologi, psikologi, ilmu hukum islam, ketua yayasan dan
para pendiri asosiasi sosial keagamaan. Hasil dialog ini menghasilkan beberapa

rekomendasi ataupun kebijakan yang harus dipikirkan dan diterapkan oleh pihak
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pemerintah sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan
sosial dan peran wanita di negara tersebut.

Meskipun demikian, bagi Renard perubahan-perubahan yang dilakukan
pemerintah Saudi hanyalah sebatas perubahan untuk menunjukan bahwa
pemerintah Saudi juga memiliki perhatian khusus untuk penduduk wanitanya.
Selain itu perubahan-perubahan yang disuarakan kaum hawa melalui dialog
tersebut untuk merubah mindset ataupun worlview muslim dunia bahwa Arab
Saudi merupakan negara yang terus bergerak maju menuju sistem dan peradaban
yang lebih demokrasi dan moderat.

Amani Hamdan dalam tulisannya di International Education Journal
tahun 2005 dengan judul “Women and education in Saudi Arabia: Challenges
and achievements” mengakui bahwa beberapa tahun terakhir ini tidak ada subjek
yang lebih menarik untuk diperdebatkan dan didiskusikan selain tema
perempuan dan peranannya dalam membangun sebuah negara. Apalagi jika
masalah tersebut berkaitan dengan hak-hak perempuan di Arab Saudi.

Menurut Amani, peran perempuan Arab Saudi dalam dunia pendidikan
di masyarakat bukan berfungsi sebagai-alat untuk perubahan sosial melainkan
secara tidak langsung sebagai kekuatan untuk menguatkan paham
konservatisme. Bentuk hierarki gender nyata lainnya adalah distribusi dana
pendidikan yang cukup besar bagi kaum laki-laki dibandingkan dengan dana
pendidikan kaum perempuan Arab Saudi. Bahkan dalam tulisan tersebut

diceritakan ada seorang perempuan bernama Fatina Amin Shakir yang ingin
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belajar S3 ke luar negeri akan tetapi aplikasinya ditolak oleh Kementerian
Pendidikan Arab Saudi dengan alasan hal tersebut dinilai tidak bermoral ketika
mengizinkan wanita muda dan belum menikah untuk pergi belajar ke luar
negeri. Meskipun akhirnya Fatina mendapatkan izin untuk belajar di luar negeri
setelah dia dan ayahnya langsung menghadap dan memohon kepada raja Faishal
yang dikenal sebagai pendukung pendidikan wanita. Dia menjadi salah satu
wanita Arab Saudi pertama yang memiliki gelar Ph.D dari universitas di
Amerika di bidang antropologi.

Belum adanya kemauan untuk membuka selebar-lebarnya keterbukaan
berpikir bagi masyarakatnya terutama bagi perempuan menjadikan negara ini
semakin tertinggal dari segi dunia pendidikan dibandingkan negara-negara
berkembang lainnya. Penulis berargumen bahwa jika sebuah negara ingin
bertahan hidup di era globalisasi maka pendidikan bagi perempuan juga harus
menjadi prioritas utama. Tuntutan individu yang berpikiran terbuka akan
membawa perubahan dan kemajuan dalam sebuah negara.

Akan tetapi Amani Hamdan juga meninggalkan sebuah pertanyaan besar
terkait ‘wacana ini, ‘yaitu apakah masyarakat Arab Saudi-siap menerima
perubahan dan kemajuan tersebut mengingat peran beberapa ulama konservatif
dan tradisi lama yang selalu menahan setiap langkah maju yang dilakukan
masyarakatnya. Dalam tulisan ini begitu jelas dan runtut dinamika perjuangan

perempuan Arab Saudi untuk memperoleh akses pendidikan yang bebas dan
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layak bagi mereka akan tetapi belum sampai membahas perkembangannya
sampai masa reformasi Arab Saudi.

Untuk melihat pandangan ulama negatif ulama Arab Saudi terhadap
perempuan terdapat tulisan berjudul “Kebebasan Perempuan dalam Perspektif
Hadis”. Tesis ini ditulis tahun 20015 oleh Abun Buniaga yang merupakan
mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia menjelaskan bahwa banyak
hadis yang menjelaskan bagaimana perempuan seharusnya diperlakukan. Salah
satu tujuan adanya penelitian ini adalah konstruk umum yang terbentuk dimana
hadis-hadis yang berorientasi pada nuansa patriarki diposisikan istimewa
dibangdingkan dengan hadis-hadis misogonis. Padahal menurutnya, jumlah
hadis yang mengangkat derajat perempuan dan mengistimewakannya tidak kalah
banyak dibandingkan hadis-hadis yang terlihat mereduksi fungsi, peran, serta
kualitas diri seorang perempuan.

Terdapat sebuah review tulisan yang diterbitkan di The Arab Studies
Journal oleh Arab Studies Institute pada tahun 2014 yang membahas tentang
marginalisasi ekonomi dan aturan ketat yang mengatur kehidupan sehari-hari
kaum perempuan  Arab Saudi. Penulisnya bernama Mona Kareem yang
mereview buku dari Madawi Al-Rasheed yang berjudul “A Most Masculine
State: Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia” yang dicetak oleh
Cambridge University Press tahun 2013. Buku ini ingin mengeksplorasi
hubungan erat antara gender, politik, dan agama dalam upaya menjelaskan

model eksklusi perempuan Arab Saudi di ruang publik.

19



Berdasarkan penelitiannya, ulama religius Arab Saudi tidak memberi
ruang dan posisi di negara maupun kantor-kantor karena ‘“emosi” wanita
dianggap akan menganggu sebuah kinerja seseorang. Narasi seperti ini
kemudian digunakan untuk mengsubordinasi perempuan Arab Saudi dalam hal
hukum, sosial, dan agama. Bahkan untuk mengontrol penampilan dan mobilitas
mereka, tubuh perempuan disebut sebagai sumber fitnah atau lebih mengarah
pada makna kekacauan bukan godaan.

Namun di akhir bukunya, secara keseluruhan Al-Rasheed berpendapat
bahwa menghadapi negara adalah belum menjadi pilihan bagi penulis dan
aktivis perempuan Arab Saudi. Sebuah ungkapan yang cukup memberi
gambaran akan sulitnya menyuarakan, memperjuangkan dan merubah tatanan
hak-hak perempuan Arab Saudi.

Kemudian ada sebuah jurnal yang mempresentasikan kondisi perempuan
Arab Saudi sekarang ini setelah adanya visi 2030 Muhammad bin Salman
berjudul “Wacana Modernisasi dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan
Sebagai Tonggak Sejarah Arab Saudi”. Jurnal ini ditolis tahun 2018 oleh Anis
Rosida di Journal of- Social-Religi Research dan-menghasilkan kesimpulan
bahwa perjuangan dan upaya perempuan Arab Saudi dalam berpartisipasi
menjadikan negaranya lebih moderat mendapatkan apresiasi yang cukup besar,
meskipun banyak sekali tantangan-tantangan penolakan dari aksi tersebut.

Potensi penolakan perubahan yang dicetuskan oleh pangeran Muhammad

bin Salman akan menjadi resiko besar yang harus ditanggung oleh pihak
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kerajaan mengingat perubahan yang disuarakan tersebut bersifat kontradiktif
dengan kebijakan raja-raja sebelumnya yang menjadikan paham ultra-
konservatif sebagai dasar pendirian negara. Untuk membuktikan upaya
modernisasi ini, salah satu isu yang terus digencarkan adalah isu perempuan dan
gender karena hal ini dianggap efektif mengemas wajah Arab Saudi yang selama
ini terkena stigma negatif terkait isu-isu gender dan perempuan.

Dari beberapa literatur yang telah ada, penulis belum menemukan
penelitian yang melihat ataupun memandang kebijakan-kebijakan hukum yang
berkaitan dengan perempuan Arab Saudi yang pada masa awalnya sangat
merugikan pihak perempuan, akan tetapi tahun ini mulai mengalami pergeseran
ke arah modern semenjak pangeran Muhammad bin Salman memegang tongkat
pemerintahan serta pergeseran karakteristik agama ketika dibenturkan dengan
kepentingan nasional. Agama yang seharusnya sebagai alat penyeimbang,
seakan-akan menjadi perangkat legitimasi buta dan dengan mudahnya agama
berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Permasalahan kunci inilah yang

kemudian akan menjadi pembahasan penelitian ini.

. Kerangka Teorli

Sebuah penelitian memerlukan adanya landasan atau kerangka teori
sebagai acuan agar penelitian yang dihasilkan dapat terarah sesuai dengan yang
diinginkan. Teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian ini adalah teori

relasi kuasa yang dicetuskan oleh Michel Foucault. Diskursus (wacana)
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merupakan hal pokok dalam pemikiran Foucault. Menurutnya, diskursus dan
kekuasaan datang dari orang yang memiliki kekuasaan dan bersumber dari
pemikiran kreatif. Diskursus yang berhubungan erat dengan kekuasaan
memberikan arti bahwa Foucault berpikir tentang kekuasaan yang tersebar
dimana-mana. Foucault menyatakan bahwa penggunaan kekuasaan itu tidak
hanya sebatas pada penggulingan institusi, organisasi birokrasi, ataupun negara,
melainkan juga proses redistribusi pengaruh serta kemampuan mengubah pola
berpikir seseorang.”®

Lebih jauh Foucault mengatakan bahwa kekuasaan tidak hanya mengacu
pada satu sistem dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain, melainkan
ada bentuk ragam relasi kuasa yaitu: Pertama, kuasa tidak selalu bekerja melalui
penindasan dan paksaan melainkan melalui normalisasi dan regulasi.
Normalisasi dalam arti menyesuaikan dengan norma-norma atau mengadakan
norma-norma. Sedangkan regulasi akan menyesuaikan dengan aturan-aturan
tersebut.”” Kekuasaan yang menormalisasi akan beroperasi melalui mekanisme
atau institusi sosial yang ‘dibangun untuk ‘menjamin kedisiplinan sebuah
masyarakat seperti polisi agama yang dibentuk pemerintah Arab Saudi.”®

Hal /ini/ tergambarkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah Arab

Saudi yang membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik seperti tidak

% Nanang Martono, SOSIOLOGI PENDIDIKAN MICHEL FOUCAULT: Pengetahuan,

Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, Dan Seksualitas, Cetakan ke-1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2014), 46.

2T K Bertens, Sejarah Filsafat Kontemporer; Perancis, Jilid II. (Jakarta: PT Gramedia, 2014),

%8 Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis (Yogyakarta:

Kanisius, 2016), 9.
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boleh menyetir mobil yang bertujuan untuk mendisiplinkan perempuan agar
tidak melanggar aturan agama Islam yang mewajibkan dan sangat menekankan
agar perempuan menutup aurat. Padahal ketika mengemudi sangat rentan dengan
pelepasan jilbab seseorang.

Foucault mensimbolkan sebuah pendisiplinan dengan panoptik, yaitu
sistem pengawasan yang digunakan untuk memperoleh ketaatan, keteraturan,
dan normalisasi.?® Hal tersebut merupakan bentuk pengawasan ataupun kontrol
yang tidak kelihatan, karena kekuasaan itu terkandung dalam norma-norma yang
dibangun dan diterapkan melalui sarana-sarana tertentu, salah satunya adalah
diskursus pengetahuan. Pada konteks hukum dan kebijakan-kebijakan
pemerintan Arab Saudi, bisa dikatakan bahwa kekuasaan yang menormalisasi
perempuan Arab Saudi terkandung dalam undang-undang negara yang disusun
olenh para ulama dan otoritas Kerajaan serta diterapkan melalui diskursus
pengetahuan.

Arkeologi merupakan metode yang membahas diskursus-diskursus
tersebut, memusatkan perhatian bahwa diskursus tersebut memiliki muatan-
muatan tersendiri, dalam hal ini aturan-aturan. ‘Proses  diskursus tersebut
membentuk aturan-aturan yang kemudian dilegitimasi dan diaplikasikan dalam
kehidupan sosial.* Jadi dengan metode ini akan dilacak aturan-aturan diskursus

pengetahuan (dalam hal ini adalah doktrin agama), serta cara terbentuknya

2 Umumnya sistem panoptik diterapkan dalam penajara, namun juga bisa diaplikasikan di dalam
sistem sosial. Michel Foucault, Power Knowledge; Wacana Penguasa/Pengetahuan, terj. Yudi Santosa.
(Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), 181-183.

% Michel Foucault, Arkeologi Pengetahuan, terj. Inyiak Ridwan Muzir. (Yogyakarta: IRCiSoD,
2012), 250-252.
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sehingga menimbulkan kebijakan-kebijakan yang cukup merugikan kaum
perempuan Arab Saudi dan keberlangsungan kebijakan ini dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat Arab.

Kedua, kuasa adalah sebuah strategi dengan didukung kedudukannya.
Kekuasaan bukan hanya sesuatu yang terstruktur lagi, melainkan sebuah sebutan
yang diberikan pada satu situasi strategis kompleks dalam tatanan masyarakat.
Kekuasaan bagi Foucault adalah dimensi hidup sosial yang fundamental dan
tidak dapat ditiadakan. Kekuasaan adalah soal praktek posisi yang strategis dan
saling berkaitan satu dengan yang lainnya serta senantiasa mengalami
perubahan. Perubahan itu terlihat jelas pada keadaan perempuan Arab Saudi
menghadapi aturan-aturan negara tersebut. Pada mulanya perempuan Arab Saudi
sangat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan seperti halnya pelarangan
mengemudi bagi mereka, dilarang menonton bola dan bioskop, serta tidak bisa
menduduki posisi pemerintahan.

Akan tetapt keadaan ini berubah drastis semenjak Muhammad bin
Salman mencetuskan dan mulai mengembangkan visi 2030 yang salah satu
tujuannya adalah membuat wajah Arab-Saudi lebih-moderat dan terbuka bagi
siapapun. Perjuangan  bertahun-tahun kaum perempuan menuntut kebebasan
sosial akhirnya dapat tercapai bersamaan dengan visi Muhammad bin Salman.
Kebijakan ini disambut meriah oleh masyarakat perempuan Arab Saudi karena

sekarang mereka boleh saja mengemudi mobil sendiri sesuka hati tanpa takut
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ditangkap oleh polisi agama yang memang dulunya diperintahkan mengawasi
dan menindak para perempuan Arab Saudi yang melanggar aturan tersebut.

Hal demikian ini menandakan bahwa terjadi pergesaran ataupun
perubahan paradigma yang lebih menekankan kebebasan. Perubahan tersebut
tidak terlepas dari peran dan pengaruh diskursus pengetahuan dan relasi kuasa
yang tersebar melalui institusi-institusi tertentu seperti halnya media informasi
yang memang sangat luas, lembaga pendidikan, ataupun juga faktor pribadi
perempuan yang mulai bosan dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut
yang membuat kehidupannya tidak produktif dan maksimal. Konsep geneologi
Foucault ini yang akan melacak proses pembentakan pengetahuan tersebut.

Geneologi berbeda dengan arkeologi. Jika arkeologi menekankan pada
aspek diskursus yakni cara-cara pembentukan dan operasional aturan-aturan
diskursus itu sendiri, maka geneologi lebih memusatkan perhatiannya pada
aspek relasi-relasi kuasa yang dihubungkan dengan diskursus tersebut.®* Konsep
ini sangat penting mengingat seluruh kebijakan pemerintahan Arab Saudi tidak
terlepas dari peran dan dukungan para ulama didalamnya. Sehingga proses
pembentukan dan perubahan kebijakan dalam suatu negara -ini akan saling
berkaitan antara pemerintah dan ulama. Sebetulnya Geneologi bukanlah sebuah
teori, akan tetapi lebih fokus pada cara pandang atau model perspektif untuk

menempatkan diskursus, praktek sosial, dan diri kita sendiri kedalam wilayah

3! Petrus Sunu Hardiyanta, Michel Foucault; Disiplin Tubuh (Yogyakarta: LKiS, 1997), 16.

25



relasi kuasa, atau faktor-faktor yang membentuk pengetahuan perempuan Arab
Saudi tentang kebebasan.

Ketiga, kuasa tidak bisa disentralisasikan dan dilokalisasikan, sehingga
kuasa itu terdapat dimana-mana. Foucault juga mendefiniskan strategi
kekuasaan sebagai sesuatu yang melekat pada kehendak untuk mengetahui
melalui diskursus dan kehendak untuk mengetahui terumuskan dalam
pengetahuan. Oleh karenanya kekuasaan dan pengetahuan merupakan sebuah
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.** Kekuasaan lebih berbentuk sesuatu yang
produktif dimana setiap individu bisa ambil bagian dan peran yang akan
menghasilkan realitas.

Dalam konteks Arab Saudi, perempuan disana mulai sadar dan
memperjuangkan hak-hak kebebasannya yang dianggap membatasi ruang gerak,
kreasi, serta produktivitasnya. Awalnya hal ini sangat ditentang oleh pihak
kerajaan, akan tetapi semua menjadi berubah disaat ekonomi Arab Saudi mulai
melemah akibat harga minyak internasional yang terus mengalami penurunan
sehingga dicanangkanlahvisi 2030 oleh Muhammad bin Salman yang salah satu
tujuannya adalah mereformasi kondisi-ekonomi dan sosial Arab Saudi yang
terkenal ultra-konservatif di mata dunia internasional.

Pengetahuan dan kesadaran tersebut terus diproduksi melalui proses-
proses diskursus dan relasi kuasa dan pada saatnya akan mampu menciptakan

kondisi yang lebih menekankan kebebasan dan tentunya dengan dorongan

%2 Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis, 16-17.
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faktor-faktor internal dan eksternal. Berdasarkan paparan diatas maka dalam
penulisan ini juga akan menggunakan konsep arkeologi, geneologi, dan
biopower untuk melacak fenomena tersebut. Arkeologi digunakan untuk
memetakan kebijakan-kebijakan diskursus pengetahuan tentang kebebasan,
sementara geneologi digunakan untuk melihat bagaimana diskursus yang
dimaksud berkaitan dengan relasi kuasa yang terdapat pada institusi-institusi
tertentu yang turut memproduksi ide-ide kebebasan. Adapun biopower,
sebagaimana yang dijelaskan oleh Foucault adalah sebuah perluasan konsep
kekuasaan yang semula hanya terfokus pada normalisasi individu, kemudian
menuju suatu bentuk kekuasaan dengan fokus pada kehidupan manusia pada
tingkat populasi.®

Biopower ini  merupakan sebuah langkah  terobosan  dari
power/knowledge yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia
secara umum Khususnya penduduk Arab Saudi. Misalnya biopower ini
dinyatakan dalam bentuk program-program publik massa yang mampu
mengubah “bentuk kondisi hidup masyarakatnya seperti pernyataan pangeran
Muhammad bin Salman bahwa perempuan Arab Saudi tidak harus berkerudung
atau yang disebut abaya hitam. Padahal semua orang mengetahui bahwa Saudi
sebelumnya mewajibkan perempuan memakai jilbab dan kerudung yang

menutup seluruh tubuhnya kecuali mata dan telapak tangan. Dari sini akan

% Jenny Edkins and Nick Vaughan-Williams, Teori-Teori Kritis; Menantang Pandangan Utama
Studi Politik Internasional (Surabaya: BACA!, 2010), 218.
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terlihat jelas bagaimana peran pemerintah dalam hal ini adalah kerajaan dan

ulama Saudi dalam merubah mindset penduduknya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif
atau induktif serta analisis pada dinamika hubungan antar fenomena yang
diamati secara ilmiah. Pusat kajiannya terdapat pada usaha menjawab
pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.*
Penelitian ini juga menekankan pada fenomena yang dialami oleh subjek
penelitian seperti perilaku, motif-motif tertentu, dan lain sebagainya secara

holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan

berbagai metode.®

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni menggambarkan hasil
penelitian datam bentuk deskripsi tentang individu, keadaan, gejala, atau
kelompok tertentu.*® Dalam konteks demikian perkembangan isu perempuan

dan gender yang dibenturkan dengan politik, ekonomi, dan agama yang

% saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 5.
% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),

% Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47.
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terjadi di Arab Saudi akan digambarkan bukan dengan angka-angka,
melainkan digambarkan secara deskriptif dengan fenomena-fenomena yang
melingkupinya.
3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang didukung dengan
pengamatan fenomena-fenomena perubahan hukum perempuan di Arab
Saudi. Untuk itu, pengumpulan data bersumber dari pembacaan terhadap
data literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data yang diambil
bisa dikelompokkan pada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang dikumpulkan penulis dari sumber utama,
sementara data sekunder adalah data yang diperoleh namun tidak secara
langsung merujuk pada sumber utamanya.*” Data primer yang dimaksud
adalah buku-buku yang ditulis oleh Michel Foucault, khususnya yang
berkaitan dengan masalah-masalah relasi kuasa, ideologi, dan kekuasaan.
Sedangkan data sekunder berupa berbagai literatur baik berupa buku, tesis,
makalah, artikel, atau ‘karya' ilmiah. lainnya “yang diperlukan untuk
menunjang penelitian. Penulis juga melakukan eksplorasi terhadap berbagai
situs di internet untuk semakin memperkaya data yang akan digunakan

dalam penelitian ini.

3" Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 39.
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4. Pendekatan
a. Pendekatan yang pertama digunakan dalam penelitian ini adalah
normatif dan historis yakni pendekatan yang bertujuan untuk melacak
sejarah hubungan ulama dan penguasa (kerajaan) sehingga menghasilkan
kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masyarakat Arab Saudi.
b. Pendekatan kedua adalah pendekatan politik, kekuasaan, dan ulama
dalam tubuh kerajaan Arab Saudi.

Secara garis besar, pendekatan yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan filosofis,®® yaitu dengan cara
menyelidiki dan berfikir secara mendalam, sehingga hikmah, hakikat
atau inti dari pokok persoalan dapat dimengerti dan dipahami secara
seksama.

5. Analisis Data
Analisis data dilakukan melalui metode induktif, yaitu penarikan
kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat
umum.®® Métodé ini mengkaji gagasan Michél Foucault'tentang relasi kuasa
dalam memandang perubahan hukum dan kebijakan yang-terjadi di Arab
Saudi sekarang ini terutama isu-isu perempuan dan gender setelah kendali

pemerintahan berada ditangan Pangeran Muhammad bin Salman.

¥ Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Rafagrafindo Persada, 2002), 43.
% sutrisno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), 50.
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G. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan dan memahami pembahasan penelitian ini, maka
penulis membuat sebuah gambaran yang lebih jelas dan sistematis yang terdiri

dari bab-bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab | berisi pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran
dilakukannya penelitian ini didasarkan pada fakta atau fenomena yang menarik
dan menjadi kegelisahan bagi penyusun dan urgensitasnya untuk diteliti dan
dihadirkan ke tengah pembaca. Bab ini juga ditujukan untuk membatasi
pembahasan pada pokok-pokok masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian
agar penelitian dapat terfokus. Untuk menegaskan pentingnya penelitian ini
dilakukan penelusuran pustaka bahwa benar penelitian semacam ini belum
dilakukan. Selain itu, pendahuluan juga memberikan keterangan mengenai
kerangka teoritik dan metodologi penelitian. Serta akan memuat tentang teori
relasi kuasa Michel Foucault dengan disertakan penerapannya dalam membaca
kasus gender di Arab Saudi. Kemudian akan dijelaskan secara rinci konsep-
konsep.penting. dalam teori tersebut serta bagaimana aplikasi teori kuasa-

pengetahuan Foucault dipakal dalam penulisan penelitian ini.

Pada bab Il akan menggambarkan bagaimana Wahabi yang didirikan
olen Abdul Wahhab mampu bertarung untuk memperoleh kekuasaan dan
pengakuan di Arab Saudi serta dengan kondisi tersebut yang nantinya akan
mempengaruhi kebijakan-kebijakan kerajaan Arab Saudi. Selain itu juga akan

menjelaskan reformasi Muhammad bin Salman yang sangat berkaitan dengan
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masalah gender di negara tersebut. Hal ini dianggap penting yakni peran ulama
dalam mengawal ataupun melegitimasi berbagai kebijakan yang ditempuh oleh
kerajaan Arab Saudi. Pada bab ini juga akan dijelaskan tentang visi 2030 Arab
Saudi yang dipimpin oleh Muhammad bin Salman meskipun visi yang bertujuan
untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing politik luar negeri Arab Saudi ini
sangat kontras dengan historis, kebijakan-kebijakan, serta pemikiran ulama

sebagai dewan penasehat raja.

Adapun bab Il berisi relasi pengetahuan dan kekuasaan dalam sebuah
dimensi politik dan kebijakan sebuah negara. Munculnya ketidaksetaraan gender
yang sangat terlihat di dunia Arab merupakan salah satu dampak pengaruh dari
hubungan harmonis yang dibangun antara pengetahuan (ulama dalam konteks
negara Arab Saudi) dengan penguasa (pihak kerajaan Arab Saudi). Akhirnya
patriarkhisme atas nama Islam seakan-akan sudah menjadi hal yang wajar dan

tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau bahkan penting.

Pembahasan_pada. bab 1V. adalah menjelaskan_sejarah perempuan Arab
Saudi di masa Islam muncul, kemudian disaat berdirinya kerajaan Arab Saudi,
serta saat reformasi dimunculkan oleh Muhammad-bin-Salman. Juga akan dilihat
gestur perubahan agama sebagai alat legitimasi politik disaat terjadi perbenturan
yang bisa dilihat melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan kerajaan Arab

Saudi yang berkaitan dengan kehidupan sosial perempuan di sana.
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Pada bab V yang merupakan bab terakhir dari penelitian ini akan berisi
penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi
statemen-statemen hasil penelitian dan saran-saran berisi usulan-usulan penulis
bagi berbagai pihak terkait hasil penelitian ini. Kesimpulan ditujukan untuk
mendeskripsikan secara singkat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang
menjadi pokok masalah, sementara saran-saran ditujukan sebagai anjuran

penulis terkait hasil penelitian ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan di bab-bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan serta menjawab rumusan masalah diatas bahwa peranan agama
dalam menjadikan sebuah kekuasaan disuatu tempat memang sangat penting.
Faktor identitas (Islam) merupakan asas penting dan berpengaruh dalam proses
pembuatan kebijakan dalam negara Arab Saudi. Dengan kondisi tersebut maka
Arab Saudi sebagai negara dengan landasan hukum Islam tidak akan pernah
terlepas dengan ulama dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya dan
hal tersebut sangat terlihat sekali dalam pembahasan diatas.

Hubungan ulama dan kerajaan Arab Saudi merupakan hubungan
resiprokal yang sudah lama terbangun dan menghasilkan deklarasi kerajaan
Arab Saudi. Sehingga dua komponen ini menjadi kunci utama negara Arab
Saudi dalam. mengawal -keputusan-keputusan . dan, kehijakan yang ditempubh,
serta fatwa para ulama yang terus mengawal jalannya kebijakan sehingga
masyarakat mudah untuk.menerima hal.tersebut.

Isu perempuan dan gender yang selama ini dipandang negatif oleh dunia
internasional menjadi tonggak sejarah dalam wacana modernisasi agar dapat
terealisasi di Arab Saudi. Reformasi Arab Saudi melalui visi 2030 yang
dicetuskan Muhammad bin Salman dengan mengakomodir isu-isu gender dan

perempuan menjadi problem baru bagi pandangan beberapa ulama. Di satu sisi
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keadaan sosial perempuan Arab Saudi berubah drastis semenjak keputusan
tersebut yang tujuannya untuk memajukan ekonomi negara Arab Saudi agar
tidak bergantung dengan hasil minyak yang selama ini menjadi sumber
komoditas utama dalam menyuplai kekayaan negara cukup logis. Akan tetapi di
sisi lain, kebijakan ini menjadikan keadaan sosial perempuan Arab Saudi
semakin terbuka dengan modernisasi. Hal ini sangat kontradiksi dengan kondisi
ultra-konservatif Arab Saudi sebelumnya dan fatwa-fatwa ulama yang melarang
keras segala bentuk aktivitas luar perempuan Arab Saudi jika tanpa disertai
mahramnya seperti mengemudi, menonton bola, menginap di hotel, menjadi
pejabat pemerintah, menonton bioskop, menjadi tentara, dan masih banyak lagi.
Seperti halnya di negara lain, ulama Arab Saudi juga tidak satu
pandangan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dewan
ulama senior yang sekarang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah al-
Syekh yang merupakan pengganti dari Abdullah bin Baz dan beberapa
anggotanya menjadi sumber legitimasi agama utama pemerintah dalam
menentukan langkah kebijakan yang ditempuh.. Sedangkan ulama yang
harusberhadapan dengan pihak kerajaan-karena berseberangan dengannya adalah
Sahwa Salman al-Awda, Safar al-Hawali, Yufuf al-Ahmad, Hatim al-Awni, dan
beberapa nama lainnya. Mereka semua mendapatkan perlakuan buruk dari
pemerintah Arab Saudi karena berbeda pandangan dan visi di dalam menjaga

stabilitas dan keamanan negara.

141



Adapun masa depan gender di Arab Saudi melalui pemaparan di atas
bisa disimpulkan bahwa isu gender dan perempuan di Arab Saudi akan terus
berkembang ke arah modern searah dengan kebutuhan negara yang
membutuhkan pemasukan ekonomi melalui berbagai bidang tidak hanya minyak
semata. Dengan kebijakan Muhammad bin Salman, diharapkan bermunculan
pengusaha-pengusaha perempuan Yyang mampu mendongkrak ekonomi
masyarakat dan negara Arab Saudi seperti Maria Mahdaly yang usahanya
menjadi perusahaan tercepat perkembangannya di Arab Saudi. Oleh sebab itu,
isu perempuan akan terus menjadi kata kunci dalam reformasi Arab Saudi

karena negara ini sudah di nilai buruk oleh dunia internasional.

. SARAN

Apa-apa yang ditulis dalam penelitian ini bukan berarti usaha terakhir
dalam sebuah pembahasan. Akan tetapi akan menjadikan semakin terbukanya
kemungkinan pembahasan-pembahasan yang lebih luas dan mendalam dari
berbagai aspek yang berkaitan dengan reformasi- Arab Saudi. Seperti halnya
aspek eksistensi ajaran Wahabi jika dibenturkan dengan kebijakan-kebijakan
negara yang lebih  mengakomodasi madernitas dan sekulerisasi dalam setiap
langkahnya. Selain itu, bagaimana peran media massa di Arab Saudi didalam
lingkup pemerintahan Arab Saudi baik yang satu pandangan dengan pemerintah

maupun yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
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Penulis tidak menafikan bahwa dalam membahas permasalahan ini
banyak kekurangan dan keterbatasan dalam mengeksplorasi secara detail dan
mendalam terkait hubungan antara kuasa, agama, dan perempuan di Arab Saudi.
Oleh sebab itu penulis berharap pembahasan tema-tema diatas akan terus
berlanjut dengan referensi-referensi yang lebih baru dan tajam dalam
menganalisa fenomena tersebut, karena pada dasarnya isu-isu yang terjadi di
Arab Saudi akan terus bergulir dan berkembang sehingga sangat dimungkinkan

terjadi dalam setiap dekadenya.
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